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ABSTRACT 

 

Dikdik Sabastian, 2022, A Juridical Review of the Assimilation Granting to 

Convicts Amid the Covid-19 Pandemic, supervised by James V. L Pontoh 

and Chandra Ch. Wohon. 

The condition of the world is currently in an uproar because of the 

emergence of a virus. A Correctional Institution is a closed institution which has a 

position that exceeds its capacity. This makes social distancing policies 

impossible to implement. As a result, it can increase the transmission and spread 

of the corona virus in the institution. The government, through the Ministry of 

Law and Human Rights, has made an assimilation and integration program under 

the pretext of breaking the spreading chain of COVID-19. The policy caused more 

controversy because of the increase in crime. This study aimed to determine the 

legal considerations and arrangements for granting assimilation to convicts in the 

midst of the covid-19 pandemic and how to guide and supervise post-assimilation 

convicts in the midst of the covid-19 pandemic. The consideration in providing 

assimilation to convicts during the covid-19 pandemic was due to several things, 

namely the excessive capacity because it was very vulnerable to the spread and 

transmission of covid-19. there is a regulation on assimilation, especially for 

emergencies, namely the covid-19 pandemic, the Minister of Law and Human 

Rights issues the Regulation Number 24 of 2021. This provision was made to 

answer problems in the Penitentiary and the Correctional Homes because it is an 

ideal place for the spread of the new corona virus because of the population. The 

government needs to play a supervisory role because of their status as convicts 

who get assimilation programs and not just released. However, in the process of 

assimilation, they are still required to follow the coaching program carried out by 

the supervisory agency. Coaching of convicts is very important to make convicts 

become good people. 

Keywords: Assimilation, Crime, Covid-19. 
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ABSTRAK 

 

Dikdik Sabastian, 2022, Tinjauan Yuridis Pemberian Asimilasi Kepada 

Narapidana Di Tengah Pandemi Covid-19, dibimbing oleh James V.L 

Pontoh  dan Chandra Ch. Wohon. 

Kondisi dunia saat ini sedang digemparkan karena munculnya sebuah 

virus. lembaga pemasyarakatan adalah lembaga tertutup yang memiliki 

kedudukan melebihi kapasitas melampaui kapasitasnya. Melebihi daya tampung 

atau melampaui kapasitasnya bahkan membuat kebijakan social distancing 

mustahil untuk diterapkan. Akibatnya dapat meningkatkan penularan serta 

penyebaran virus corona di lingkungan lembaga pemasyarakatan. pemerintah 

melalui Kementerian Hukum dan HAM salah satunya membuat program asimilasi 

dan integrasi dengan dalih memutus mata rantai penyebaran covid-19. Kebijakan 

tersebut justru lebih menimbulkan kontroversi dilingkungan masyarakat karena 

meningkatnya kriminalitas. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pertimbangan dan pengaturan hukum pemberian asimilasi kepada narapidana di 

tengah pandemi covid-19 serta bagaimana pembimbingan dan pengawasan 

terhadap narapidana pasca asimilasi di tengah pandemic covid-19 Penelitian yang 

penulis gunakan yaitu jenis penelitian hukum normatif Kementerian Hukum dan 

Hak Asasi Manusia menjelaskan Pertimbangan dalam pemberian asimilasi 

tersebut kepada narapidana selama pandemi covid-19 karena mempertimbangkan 

beberapa hal itu yaitu kelebihan kapasitas karena sangat rentan terhadap 

penyebaran dan penularan covid-19. ada regulasi tentang asimilasi terutama untuk 

keadaan darurat yaitu pandemi covid-19, Menteri Hukum dan HAM menerbitkan 

Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021. Ketentuan ini dibuat untuk menjawab 

permasalahan di Lembaga Pemasyakatan dan Rumah Tananan Negara karena 

merupakan tempat yang ideal untuk penyebaran virus corona baru karena 

kepadatan penduduk yang tinggi. pemerintah perlu melakukan peran pengawasan. 

Karena memang status mereka narapidana yang mendapatkan program asimilasi 

tidak begitu saja dibebaskan. Namun dalam proses asimilasi berarti bahwa kontrol 

masih ada mereka tetap diwajibkan mengikuti program pembinaan yang dilakukan 

oleh badan pengawasan Pembinaan terhadap narapidana sangat penting dilakukan 

menjadikan narapidana menjadi orang yang baik. 

Kata Kunci: Asimilasi, Tindak Pidana, Covid-19. 
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